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ABSTRACT 

The administrative service system during the Coronavirus Disease 

(COVID-19) pandemic, vaccine certificates were used as an administrative 

requirement, which reaped many pros and cons.Basically Vaccination is an 

implementation of the government's good will to tackle the corona virus.The 

emergence of Presidential Regulation 14 of 2021 requires the public to vaccinate, 

if they refuse they will receive the sanctions stated in the regulation. 

Methods the research fot this manuscript was carried out systematically 

and methodologically, using normative research methods. The text approach is 

carried out using a case approach, statue approach combined with conceptual 

approach. 

The results of this study indicate that the vaccine certificate policy is one 

of the efforts being promoted by the Government to tackle the massive spread of 

the Covid-19 virus to the public.However, from this research it can also be seen 

that vaccine certificates are used as a condition for obtaining public services, 

causing controversy because many people do not actually receive vaccine 

certificates because they are not available or because they are not allowed to get 

vaccines for medical reasons, therefore it is necessary to reformulate policies 

related to vaccine certificates. 
Keywords: Vaccine Certificate, Administrative Services, Policy 
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ABSTRAK 

Sistem pelayanan administrasi pada saat Pandemi Corona virus Disease 

(COVID-19), sertifikat vaksin dijadikan syarat administrasi banyak menuai pro 

kontra. Pada dasarnya Vaksinasi merupakan implementasi dari iktikad baik 

pemerintah untuk menanggulangi virus corona. Munculnya Peraturan Presiden 

No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 

2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka 

Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mewajibkan 

masyarakat untuk melakukan vaksinasi, jika menolak maka akan mendapatkan 

sanksi yang telah disebutkan dalam peraturan tersebut. 

Metode penelitian untuk skripsi ini dilakukan secara sistematis dan 

metodelogis, dengan menggunakan metode penelitian normatif. Adapun 

pendekatan skripsi ini dilakukan dengan pendekatan kasus, pendekatan 

perundang-undangan dan pendekatan konseptual. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan sertifikat vaksin 

merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah demi 

penanggulangan penyebaran virus Covid-19 secara masif kepada masyarakat. 

Namun dari penelitian ini juga dapat diketahui bahwa sertifikat vaksin dijadikan 

sebagai syarat perolehan pelayanan publik menimbulkan kontroversi sebab 

banyak masyarakat yang sejatinya tidak mendapat sertifikat vaksin sebab tidak 

tersediannya maupun karena tidak diperkenankan mendapatkan vaksin sebeb 

medis, oleh karenanya perlu dilakukannya reformulasi kebijakan  terkait sertifikat 

vaksin. 

Kata Kunci : Sertifikat Vaksin, Pelayanan  Administrasi, Kebijakan 
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